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TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

:a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

1.

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2024 yang disusun sesuai dengan  kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip

kebersamaan, efisiensi,  berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa,;

. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b telah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Desa Badamita tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);



4.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Covid-29 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stablitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
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2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Covid-29 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stablitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 34);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
6);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
06 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590) ;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
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Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 819);

Keputusan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022
tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun
2020 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian  Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun
2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 246);

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jaminan
Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016 Nomor 50);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018 Nomor 38);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018
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45.

Menetapkan

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat
Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Deerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 46);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 19);

Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita
Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa
Badamita Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020
Nomor 3); dan

Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024
(Lembaran Desa Badamita Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 4 TAHUN

2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Rakit sebagai perangkat daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Desa adalah Desa Badamita.

Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa Badamita;

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Badamita.

.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan

kerja penyelenggaraan pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam meberdayakan masyarakat
seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah
kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT dan/atau pemilihan di wilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh Kepala Desa.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kapala
Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan wuang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
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kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan
tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan
desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Staf adalah perangkat Desa yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi,
dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan Desa dan kemampuan
keuangan desa.

Pekerja Desa adalah pekerja yang dipekerjakan oleh Kepala Desa dan tidak
menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa, berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember Tahun Berjalan.

Dana Desa, yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari
bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten
setelah dikurangi belanja pegawai.

Penerimaan desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun
anggaran tertentu.

Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode
tahun Anggaran tertentu.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode
tahun Anggaran tertentu;

Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun
anggaran tertentu.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar guna mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus /sepenuhnya
dibebankan dalam satu tahun anggaran, pembentukan dana cadangan
ditetapkan dengan peraturan desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan wuntuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia
barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.

. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan

dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau
pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam  rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa ;

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarakan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat
pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-
Undangan ;

Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari
pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan
dan / atau peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk
pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan desa.

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset
tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi
dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



54.

55.

56.

57.

58.

59.

(2)

Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disebut JPS adalah program
untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak akibat krisis
ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan
menuju kondisi yang normal.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT DD
adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai dan/atau
non tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui
Musayawarah Desa Khusus.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Keluarga hasil pendataan yang
berhak dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat BLT DD yang
disepakati dan diputuskan melalui Musayawarah Desa Khusus.
Penjabaran APBDes adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang
APBDes yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Desa.

Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa
adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan
Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos
Laporan Realisasi Anggaran.

Bencana terdiri dari dari bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan dan tanah longsor dan bencana non alam, yaitu
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non
alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
pandemi dan wabah penyakit.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun 2024 ini adalah untuk memberikan kepastian hukum
Dalam Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2024.
Tujuan penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun 2024 ini adalah untuk memberikan pedoman teknis
dalam Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 terdiri

dari :

a. Struktur/Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

d. Pengangaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang
Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa;

e. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa yang mendahului Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

f. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus
disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



BAB III
STRUKTUR APBDes

Pasal 4
Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.998.511.500,-

2. Belanja Desa Rp. 2.254.492.145,-
Surplus/ Defisit Rp. (255.980.645,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 270.980.645,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 15.000.000,-
Selisth Pembiayaan (a—b ) Rp. 255.980.645,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:

APBDes;

Daftar penyertaan modal (apabila ada);

Daftar dana cadangan; dan

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,
jika ada.

a0 o

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBDes.

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDes.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. Berskala lokal Desa.



Pasal 9

Dalam hal terjadi:

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
berjalan;

b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan
yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

d. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan

memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 10
(1) Dalam hal terjadi bantuan keuangan Provinsi dan/atau Kabupaten
disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang APBDes
ditetapkan, Kepala Desa dapat melakukan Perubahan Penjabaran APBDes
kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

(2) Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada
Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes ditetapkan,
Kepala desa dapat melakukan Perubahan APBDes kembali yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD dan
selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati melalui surat
pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
APBDes.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Badamita.

Ditetapkan di Badamita

pada tanggal, 30 Desember 2023
KEPALA DESA BADAMITA

RAHMATULLOH

Diundangkan di Badamita
pada tanggal, 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA BADAMITA,

SUPRI HADI PRAYITNO
LEMBARAN DESA BADAMITA TAHUN 2023 NOMOR 4




BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor/Balai Desa Badamita Kecamatan Rakit
Kabupaten  Banjarnegara telah  dilaksanakan  Musyawarah  Badan
Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan
Desa Badamita Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa; dan
3. Anggota BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 04 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 04 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud agar segera diajukan ke Camat Rakit untuk
dievaluasi dan ditetapkan dengan SK. Camat tentang Hasil Evaluasi APBDes
Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Badamita, 30 Oktober 2023

Kepala Desa Badamita Ketua BPD Desa Badamita

RAHMATULLOH JOKO PRAYITNO, S.Sos




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA BADAMITA

KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 04/KEP.BPD/X/2023
TENTANG

PENYEPAKATAN

RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA,

Menimbang

Mengingat

.oa.

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan
Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan mengenai
penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan
Desa mengenai Perubahan APBDes;

bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah
Badan Permusyawaratan Desa telah dibahas dan
sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan
Desa Badamita tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dala huruf a, b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Badan
Permusyawaratan Desa tentang Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa Badamita Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-29
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stablitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 590) ;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1424) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018
Nomor 27);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor
28);



Menetapkan

KESATU

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten banjarnegara Nomor 18
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
Nomor 49);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);

Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2019
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa
Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa
Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana teah
diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa
Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun
2020 Nomor 3);

Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
tahun 2024 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2023
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor
04 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 04 Tahun
2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 30 Oktober 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BADAMITA
KETUA

JOKO PRAYITNO, S.Sos

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Banjarnegara;
2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;

3. Camat Rakit




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023

Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan
Desa Badamita Nomor 04 Tahun 2023 tentang APBDes Tahun
2024.
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1. JOKO PRAYITNO, S.Sos | Ketua BPD 1.
2. RISWAN, A.Ma Wakil Ketua 2.
3. AGUS SUSANTO, S.Pd Sekretaris BPD | 3.
Bendahara
4. TRI YUNARNI BPD 4.
5. IMAM BUDIYANTO Anggota S.
0. AHMAD YUSUF Anggota 0.
7. UMAR SAID, SH Anggota 7.
8. HADIMAN Anggota 8.
9. RADI Anggota 0.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Badamita
Ketua,

JOKO PRAYITNO, S.Sos




BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor/Balai Desa Badamita Kecamatan
Rakit Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Desa
Badamita Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;

2. Perangkat Desa; dan

3. Anggota BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan perincian
kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 04 Tahun 2023
Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 telah dievaluasi oleh tim Evaluasi Kecamatan pada tanggal 13
Desember 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi
RAPBDes Desa Badamita TA 2024.

2. Sepakat bahwa sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 7 Tahun
2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan
Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, maka
penggunaan Dana Desa tahun 2024 dianggarkan antara lain :

1) Untuk operasional pemerintah desa paling banyak 3%.

2) Untuk penanganan kemiskinan ekstreem berupa Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa paling banyak 25% (yang ditetapkan melalui forum
Musyawarah Desa).

3) Untuk kegiatan ketahanan pangan hewani dan nabati dan padat karya
tunai berupa, rehabilitasi/pembangunan Jalan Usaha Tani,
rehabilitasi/pembangunan dan normalisasi saluran irigasi desa 20%
(yang ditetapkan melalui forum Musyawarah Desa).

4) Untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui rembug stunting,
penyediaan makanan tambahan &program jambanisasi.

5) Untuk kegiatan pembangunan kios pasar desa dan
pemeliharaan/rehabilitasi bangunan/loss pasar desa.

6) Untuk kegiatan-kegiatan lainnya pada bidang Penyelengaraan
Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pembangunan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat dan Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat & Mendesak Desa sesuai RKPDes 2024.

3. Sepakat penggagaran pengisian kekosongan jabatan perangkat desa
melalui penjaringan perangkat desa bersumber dari selain Dana Desa.

4. Sepakat untuk menganggarkan tali asih purna tugas kepala desa &
perangkat desa yang bersumber dari selain Dana Desa.

5. Sepakat untuk mengangarkan pembentukan dana cadangan tali asih
purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dana cadangan
pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari selain Dana Desa yang diatur
dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.



6.

Sepakat terkait penganggaran tunjangan lainnya bagi Kepala Desa &
Perangkat Desa berupa pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa
& Perangkat Desa bersumber dari selain Dana Desa yang diatur dengan
Peraturan Desa Pemberian THR bagi Kepala Desa & Perangkat Desa.
Sepakat tentang Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.998.511.500,-
2. Belanja Desa Rp. 2.254.492.145,-
Surplus/ Defisit Rp. (255.980.645-)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 270.980.645,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 15.000.000,-
Selisith Pembiayaan (a—-b ) Rp. 255.980.645,-

Yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDes Tahun Anggaran 2024.

Sepakat terkait Perincian Prediksi SiLPA pada Pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1) Prediksi SiLPA PAD : Rp. 540.048,-
2) Prediksi SiLPA ADD :Rp. 61.421.950,-
3) Prediksi SiLPA DD : Rp. 206.740.191,-
4) Prediksi SILPAPBH :Rp. 1.532.298,-
5) Prediksi SiLPA DLL  : Rp. 746.158,-

Sepakat terkait proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 telah sesuai PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11
Tahun 2019.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 04 Tahun

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Badamita, 30 Desember 2023

Kepala Desa Badamita Ketua BPD Desa Badamita

RAHMATULLOH JOKO PRAYITNO, S.Sos




(BPD)

DESA BADAMITA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Desember 2023

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Rapat Penetapan Peraturan Desa Badamita Nomor 04 Tahun
2023 tentang APBDes Tahun 2024.
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1 JOKO PRAYITNO, Ketua BPD 1
S.Sos
2. RISWAN, A.Ma Wakil Ketua BPD 2.
3. AGUS SUSANTO, Sekretaris BPD 3.
S.Pd
4. TRI YUNARNI Bendahara BPD 4.
5. IMAM BUDIYANTO Anggota S.
6. AHMAD YUSUF Anggota 6.
7. UMAR SAID, SH Anggota 7.
8. HADIMAN Anggota 8.
9. RADI Anggota 0.

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Badamita
Ketua,

JOKO PRAYITNO, S.Sos




